KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PERIODE SEMESTER 2 DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SATUAN

KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan

)

Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
(BMN) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tangerang, dipandang perlu untuk mengangkat dan
menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN
pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tangerang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Pembentukan
Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan
Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
Periode Semester 2 dan Tahunan Tahun 2025 pada Satuan

Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara  Pelaksanaan



Menetapkan :

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan/ atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PERIODE SEMESTER 2 DAN TAHUNAN TAHUN 2025
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG



KESATU :  Menunjuk dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan
Insidentil Barang Milik Negara Periode Semester 2 dan Tahunan
Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas
dan kewenangan yang diatur dalam Kketentuan peraturan

perudang-undangan yang berlaku.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada Tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd
KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum

sl

Encep supriadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PERIODE SEMESTER 2 DAN TAHUNAN TAHUN
2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ANGGOTA TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE
SEMESTER 2 DAN TAHUNAN TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KEDUDUKAN
NO NAMA DAN NIP JABATAN Sasais b
Kuswanto, S.E., M.M .
1| NIP. 19800924 200902 1 004 Seisreianls Ketae
NIP. 19830326 200902 2 005 EFitl M ggota
dan Logistik
St '
3 GalymSd. HUgaND,; Sk Kel?fans L:;l Bla}i?.lnm Anggota
NIP. 19990314 202506 1 005 gan, Lr &8
dan Logistik

Ditetapkan di Tangerang

Pada Tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd
KUSWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu



	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)

